DPRD Terima Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2021
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Sumber gambar:
https://kalsel.antaranews.com/berita/334061/dp;%—2tirima-pertanggung-jawaban—pelaksanaan—apbd-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)
menerima dan menyetujui Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2021.

Dalam masa sidang Il tahun 2022, Rapat Paripurna ke- 11 DPRD Kabupaten HSU
mengagendakan pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD
2021 menjadi peraturan daerah.

Juru bicara DPRD HSU H.Norani di Amuntai, Rabu (29/6/22) mengatakan, semua
proses pembahasan terhadap Raperda dimaksud telah berpedoman pada pasal 323 ayat
(1) Undang-Undang nomor 23 yahjn 2014.

"Tahap pembahasan dan tenggat waktu yang dilakukan sudah sesuai dengan
Undang-Undang dan peraturan yang berlaku," ujar Norani.

Norani menyampaikan kembali ringkasan laporan realisasi APBD 2021 dengan

Pendapatan Daerah sebesar Rpl1.096.447.135.019, 81 dan Belanja Daerah
Rp1.215.368.679.121, 53, sehingga terdapat Depisit sebesar Rp118.921.544.101,72

Hanya sekitar 91,61% anggaran pos pendapatan daerah yang terealisasi dan
sebesar76,49% anggaran pos belanja daerah yang terserap pada pelaksanaan APBD 2021
kemaren.
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Sedangkan untuk pembiayaan daerah,penerimaan sebesar Rp208.255.861. 916,
70 sen, Pengeluaran sebesar Rp.0 sehingga sisa lebih pembiayaan tahun 2021 sebesar
Rp89.334.317.814 ,98.

Norani juga menyampaikan, realisasi Pendapatan Daerah sekitar 91,61% dari
estimasi target yang ditetapkan, sementara untuk belanja daerah terealisasi sekitar 76,49%
dari.total anggaran.

"Mencermati hal itu DPRD Kab.HSU mendukung upaya pemerintah yang telah
membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah guna
mengintensifkan penerimaan pajak dan retribusi daerah dan menggali potensi-potensi
baru," katanya.

Ditambahkan, perhitungan APBD 2021 SiLPA yang di peroleh sebesar
Rp89.334.317.804, 90 yang seyogyanya sudah.dianggarkan untuk digunakan membiayai
belanja pada APBD murni 2022, namun tentunya harus kembali dilakukan penyesuaian
pada saat penyusunan perubahan APBD 2022.

Pelaksana tugas Bupati HSU H Husairi Abdi dalam sambutannya berterima kasih
kepada anggota DPRD HSU yang telah bekerja sama melakukan pembahasan Raperda
tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2021.

"Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 yang disepakati
pada hari ini merupakan hasil dari Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana
Pemkab HSU kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,"
kata Husairi

Husairi menyadari dalam konteks Hukum Administrasi Negara, mekanisme
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan demi
terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan.asas-asas umum pemerintahan yang
baik.

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 ini nantinya
terlebih dulu disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk dilakukan tela‘ah
dan diregister sebelum resmi diterapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten HSU.

Sumber berita:

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/334061/dprd-terima-pertanggung-jawaban-
pelaksanaan-apbd-2021, 30 Juni 2022.

2. https://www.sonora.id/read/423330291/dprd-kalsel-setujui-dokumen-raperda-
pertanggungjawaban-apbd-2021, 15 Juni 2022.
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Catatan:
Struktur APBD
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PENDAPATAN DAERAH

BELANJA DAERAH

PEMBIAYAAN DAERAH
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| PAD

| BELANJA TIDAK LANGSUNG |

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1. Pajak daerah

2. Retribusi daerah

3. Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah

DANA PERIMBANGAN

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Khusus
3. Dana Alokasi Umum

. Belanja pegawai
. Bunga
. Subsidi

Hibah

. Bantuan sosial

. Belanja bagi hasil

. Bantuan keuangan

. Belanja tidak terduga

1. Sisa lebih perhitungan
anggaran TA sebelumnya
(SILPA)

2. Pencairan dana cadangan

3. Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan

4. Penerimaan pinjaman daerah

5. Penerimaan kembali
pemberian pinjaman

6. Penerimaan piutang daerah

LAIN - LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

1. Hibah tidak mengikat

2. Dana darurat dari
pemerintah

3. Dana bagi hasil pajak dari
provinsi ke kab/kota

4. Dana penyesuaian dan
dana otonomi khusus

5. Bantuan keuangan dari
provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya

BELANJA LANGSUNG

PENGELUARAN PEMBIAYAAN |

. Belanja pegawai
. Belanja barang dan jasa
. Belanja modal

1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal (investasi)
3. Pembayaran daerah hutang

4. Pemberian pinjaman

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan

lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai

salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan

desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah,

retribusi

daerah merupakan pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
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https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
https://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Fiskal

b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana
keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya
merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk
membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan
dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan

tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah
Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu
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